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Abstract 
Comparative Financing Analysis of National Health Insurance Program and Regional 
Health Insurance in Achieving Budget Effektiveness in TheOffice of Health, Buol District. The 
study aims to compare the financing between national health insurance and Regional insurance 
program in Buol Districk by using a qualitative design. Informants of this study consist of 23 
people hwo take part in the organization of national health insurance and Regional health 
insurance program in The office of health and community health centers in Buol District. The 
results of the study confirm that national health insurance funding concentrates on health and 
operational services at community health centers (Puskesmas); Regional health insurance funding 
allocates to providing health services at the local community health centers in Buol area and 
Hospitals in sentral Sulawesi in collaboration whit The Health offices ; it also funds activities in 
the Health office in Buol District. Budget allocation  for the national health insurance is relatively 
higher compared to Regional Health Insurance Program. Funding of the National Health 
Insurance is more sufficient that the allocation for the regional program. The national health 
Insurance program reaches SILPA every year, while the regional Health Insurance program  is 
always deficit. Management of the national health care programs in terms of budget utilization has 
not been effective in terms of service and budget  utilization but ineffective in terms of budget 
provision. 
Keywords: National Health Insurance, Regional Healthand Insurance, health office, and 
qualitative 
WHO telah menyepakati tercapainya 
Universal Health Coverage (UHC) di 
Tahun2014.Universal Health Coverage 
merupakan sistem kesehatan yang 
memastikan setiapwarga di dalam populasi 
memiliki akses yang adil terhadap pelayanan 
kesehatanpromotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif yang bermutu dengan biaya yang 
terjangkau. 
Derajat kesehatan masyarakat miskin di 
Indonesia dewasa ini masih tergolong cukup 
rendah, hal tersebut diakibatkan karena 
sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. 
Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi 
oleh berbagaifaktor seperti tidak adanya 
kemampuan secara ekonomi dikarenakan 
biayakesehatan memang mahal. 
Sistem Jaminan Sosial dalam 
perubahan UUD 1945 sebagaimana 
menyebutkan  Pengembangan arah sistem 
pembiayaan kesehatan seperti yang dimaksud 
UUSJSN, bukan hanya meliputi peran 
pemerintah pusat tetapi juga pemerintah 
daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Hal ini 
dapat dilihat dalam pasal 22 Undang-undang 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah 
daerah berkewajiban mengembangkan sistem 
jaminan sosial yang di dalamnya tercantum 
sistem jaminan kesehatan. 
Terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa 
pemerintah dan pemangku kepentingan 
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terkait memiliki komitmen yang besar untuk 
mewujudkan kesejahteraan sosial bagi 
seluruh rakyatnya. Karena melalui SJSN 
sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial 
pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin 
seluruh rakyat agar dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 
Kesehatan adalah hak dasar setiap 
penduduksekaligus investasi untuk 
keberhasilan pembangunan bangsa, oleh 
karena itu setiap individu, keluarga dan 
masyarakat berhak memperoleh perlindungan 
terhadap kesehatannya, termasuk masyarakat 
miskin dan tidak mampu, hal ini 
sesuaidengan amanat Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 
Pasal 28  yang menyatakan bahwa kesehatan 
adalah hak dasar setiap individu dan semua 
warga negara berhak mendapatkan pelayanan 
kesehatan termasuk masyarakat miskin. 
Pengadaan fasilitas kesehatan 
diselenggarakan secara bersama-sama oleh 
pemerintah dan swasta dengan 
memperhatikan faktor efektivitas dan 
ketercapaian bagi penduduk miskin dan 
kelompok khusus seperti bayi, balita dan ibu 
hamil (Kemenkes RI,2013). 
Jaminan sosial yang didalamnya 
tercantum sistem jaminan kesehatan. 
Pemerintah pusat dan perintah daerah 
berperan penting dalam pembiayaan 
kesehatan dalam hal ini Biayaoperasional 
Fasilitas Kesehatan akan dibiayai dari hasil 
pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional, 
namun masa transisifasilitas kesehatan 
daerah masih membutuhkan anggaran, 
Ketersedian dan pemenuhan kebutuhan 
SDMtentang masalah kesehatan termasuk 
pendistribusian dana menjadi tanggung jawab 
Pusat dan daerah. Kementrian kesehatan akan 
lebih fokus pada pengaturan termasuk 
penetapan Pedoman, standar-standar, dan 
penyeimbang anggaran berdasarkan 
kemampuan daerah. 
Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) dan Program Jaminan Kesehatan 
daerah  merupakan program yang terkafer 
dalam Program Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN).  yang tujuanya akan 
menjamin pesertanya memperoleh manfaat 
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 
Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) yang diselenggarakan oleh pemerintah 
memiliki tujuan yang sama seperti Program 
Jaminan Kesehatan Daerah yakni 
meningkatkan akses pelayanan kesehatan 
bagi penduduk miskin, tetapi anggaran yang 
digunakan berbeda, untuk Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) menggunakan APBN 
sedangkan Jaminan kesehatan Daerah 
(JAMKESDA) menggunakan APBD. 
Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) masih banyak hal-
hal yang perlu diperbaiki dan dicarikan 
solusinya. Salah satu permasalahanya adalah 
dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan dana 
yang telah diterima oleh fasilitas kesehatan di 
Daerah, regulasi yang ada mengharuskan 
semua dana Non Kapitasi yang diterima oleh 
Fasilitas Kesehatan milik pemerintah Daerah 
terlebih dahulu harus masuk ke kasda dan 
baru kemudian dapat digunakan setelah 
diusulkan dalam dokumen anggaran melalui 
RKA dan DPA. Proses seperti ini tentu 
menjadi hambatan tersendiri bagi Fasilitas 
Kesehatan milik pemerintah daerah untuk 
dapat segera memanfaatkan dana tersebut 
untuk memberikan pelayanan kesehatan. 
Munculnya Program Jaminan 
Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah karena 
Banyak Program kesehatan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah pusat namun 
tetap saja ada sebagian masyarakat kurang 
mampu yang belum terakomodir  di dalam 
salah satu program tersebut meski telah 
memenuhi kriteria “kurang mampu” menurut 
standar daerah tertentu. Menimbang 
permasalahan itulah banyak pemerintah 
daerah menjalankan Program Pelayanan 
Kesehatan Penduduk Miskin yang memiliki 
tujuan yaitu untuk memberikan jaminan 
kesehatan pada masyarakat kurang mampu 
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yang belum tertampung dalam Jaminan 
Kesehatan Nasional, Atas dasar itulah, 
sejumlah pemerintah daerah menggulirkan 
program/kegiatan yang dinamakan Jamkesda. 
Visi dan misi Gubernur Sulawesi 
Tengah sesuai dengan amanah Menteri 
Kesehatan Nomor 
1079/MENKES/SK/XI/2008 menyatakan 
bahwa Pemerintah Daerah harus ikut 
berpartisipasi dalam menangani masyarakat 
miskin non kuota JAMKESMAS dengan 
Dana APBD masing-masing, dimana 
antaraPropinsi Sulawesi Tengah dan 
Kabupaten Buolberupaya memberikan biaya 
jaminan pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat miskin non kuota (tidak terdaftar 
dalam program jamkesmas) dengan 
memanfaatkan pelayanan kesehatan di 
Puskesmas-Puskesmas dan Rumah Sakit 
Pemerintah Daerah serta Rumah Sakit Umum 
milik Provinsi. 
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan 
Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Buol 
merupakan bagian dari visi dan misi 
Gubernur Sulawesi Tengah yang bertujuan 
untuk  meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan 
berkesinambungan dengan alokasi  anggaran 
pelayanan kesehatan bersubsidi.Anggran ini 
diperoleh dari 40% APBD Provinsi dan 60% 
APBD Kabupaten. 
Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) mulai 
dicanangkan pada Tahun 2014, sementara 
Program Jaminan Kesehatan Daerah mulai 
diterapkan pada Tahun 2011, dimana selama 
periode Tahun 2011 s/d 2013 pengelolaannya 
di kelola langsung oleh PT. Askes dengan 
mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2003, sedangkan untuk Tahun 2013 
s/d Tahun 2015 penyelenggaraan 
JAMKESDA sudah di kelola olehDinas 
Kesehatan Kabupaten Buol yang dikuatkan 
dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013.  
Pembiayaan dana Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) ada 2 kategori yaitu Kapitasi 
dan Non Kapitasi, penggunaan dana Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) terdiri dari 2 
pembiayaan yaitu pembayaran jasa dan 
pembiayaan kegiatan program.  
Kepesertaan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) terdiri dari dua jaminan 
kesehatan yaitu peserta Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) yang terdiri dari fakir miskin dan 
orang tidak mampu, dan peserta BUKAN 
Penerima Bantuan Iuran (Non PBI).Di 
kabupaten Buol pada Tahun 2014 
kepesertaan yang terkafer pada program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 
PBI 60.695 jiwa dan Non PBI 13.786 
jiwa.Tahun 2015 kepesertaan untuk PBI 
sebanyak 64.477 jiwa dan Non PBI 14.783 
jiwa. Anggaran total pertahun, pada Tahun 
2014 sebesar Rp. 4.844.427.641 dan pada 
Tahun 2015  sebesar Rp. 5.308.444.766  
Sejak dilaksanakannya program ini 
mulai Januari 2014 masi terdapat kendala  
dalam pengelolaan dana sehingga setiap 
Tahun terjadi SILPA, hal ini di karenakan 
dana yang ada di Puskesmas bukan hanya 
bersumber dari dana Jaminan Kesehatan 
Nasional tetapi ada pula Dana Alokasi 
Umum (DAU) serta dana Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK). Sehingga 
dalam pengelolaan danaJKN tim pengelola 
sangat berhati-hati menggunakan dana agar 
tidak terjadi tumpang tindi dengan 
penggunaan anggaran pada program yang 
anggaranya bersumber dari dana DAU dan 
dana BOK. Selain itu pemicu terjadinya 
SILPA pada anggaran Jaminan Kesehatan 
Nasional disebabkan oleh aturan-aturan 
tentang pengelolaan dana program yang 
selalu berubah-rubah, sehingga pengelola 
merasa takut untuk menggunakan dana.  
Jumlah peserta Jaminan Kesehatan 
Daerah (Jamkesda) yang ditetapkan oleh 
pemda sebanyak 50.000 peserta dengan 
premi yang ditanggung oleh pemda sebesar 
Rp. 5000 per jiwa sedangkan alokasi 
anggaran yang diberikan adalah sebagai 
berikut : Tahun 2011-2013 sebesar Rp. 
3.000.000.000, Tahun 2014 sebesar Rp. 
3.462.645.467 dan Tahun 2015 sebesar Rp. 
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4.050.000.000. Meskipun program ini sangat 
membantu kebutuhan masyarakat dibidang 
kesehatan, namun masih banyak masalah 
yang harus dibenahi salah satunya 
sepertiketidaksesuaian antara kebijakan 
pemerintah daerah dengan alokasi anggaran 
yang diberikan dalam pengelolaan program 
tersebut. 
Dinas Kesehatan Kabupaten Buol 
sebagai penanggungjawab program Jaminan 
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 
mengalami kendala dalam proses 
pembayaran klaim/tagihan dari beberapa 
fasilitas kesehatan baik Pusksmas maupun 
Rumah Sakitdikarenakan defisit anggaran 
untuk membiayai pelayanan kesehatan yang 
tidak semestinya menjadi hak masyarakat 
tersebutsehingga hampir setiapTahun Dinas 
Kesehatan harus selalu berutang kepada 
pemberi pelayanan kesehatan demi 
mewujudkanUniversal Coverage di wilayah 
kerja Dinas Kesehatan.  
 Pembiayaan program Jaminan 
Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan 
Daereh yang dikelola langsung oleh Dinas 
Kesehatan masih mengalami banyak 
masalah. 
 
METODE 
 
Penelitian ini menggunakan rancangan 
kualitatif dengan maksud mendeskripsikan 
pembiayaan program JKN dan Program 
Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten 
Buol. Creswell (2010) dalam Herdiansyah 
(2010). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Buol padab ulan 
Januari - Februari 2017. Informan pada 
penelitian ini adalah pihak-pihak yang 
terlibatdalam pengelolaan anggaran program 
JKN dan Jamkesda di Dinas Kesehatan 
maupun yang ada di tingkat Puskesmas di 
Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Buol.Sumber data yaitu data primer dan 
sekunder. informan kunci yaitu Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Buol. Instrumen 
penelitian adalah peneliti sendiri yang 
bertindak sebagai partisipan penuh dalam 
pengumpulan data dan informasi melalui 
observasi dan wawancara (Sugiyono, 2012). 
Teknik analisis data yang di gunakan 
ada 2 yaitu: (1). Teknik Analisis 
PertumbuhanDigunakan untuk  menjawab 
rumusan masalah terkait tingkat 
pertumbuhananggaran pembiayaan program 
Jaminan Kesehatan Nasional dan program 
Jaminan Kesehatan Daerah Pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2014 
sampai dengan Tahun 2015. (2). Analisis 
efektifitas digunakan untuk menjawab 
rumusan masalah terkait  efektifitas anggaran 
pembiayaan program Jaminan Kesehatan 
Nasional dan program Jaminan Kesehatan 
Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Buol Tahun 2014 sampai dengan Tahun 
2015. 
Kriteria untuk efektifitas kinerja 
keuangan berdasarkan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 600.900.327 Tahun 
1996tentang pedoman penilaian dan kinerja 
keuangan, dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini : (Devas 1996). 
 
Tabel 1. Tabel Kriteria Kinerja Keuangan 
Prosentase Kinerja 
Keuangan 
 
Kriteria 
  Diatas 100% 
  90% - 100% 
80% - 90% 
 
60% - 80% 
  Kurang dari 60 % 
Sangat Efektif 
Efektif 
Cukup Efektif 
Kurang Efektif 
Tidak  Efektif 
  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Program Jaminan Kesehatan Nasional 
dan Jaminan Kesehatan DaerahPada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Buol. 
Program Jaminan Kesehatan Nasional 
dan program Jaminan Kesehatan Daerah 
yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan 
merupakan program unggulan yang di 
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kelolah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 
Buol. Kedua program tersebut memiliki 
tujuan yang sama yaitu mengatasi masalah 
kesehatan baik perorangan maupun 
kelompok yang termasuk warga masyarakat 
yang ada diwilayah kabupaten Buol. Peserta 
yang tidak masuk dalam daftar pada program 
Jaminan Kesehatan Nasional maka terkafer 
pada peserta program Jaminan kesehatan 
Daerah. 
Proses pelaksanaan program Jaminana 
Kesehatan tentu tidak dapat berjalan sendiri. 
Banyak pihak yang turut berkontribusi dalam 
keberhasilan program tersebut di 
daerah.khususnya pada program Jaminan 
Kesehatan Nasional dan Program Jaminan 
Kesehatan Daerah. Pihak yang turut 
berkontribusi adalah, Bupati, Sekretaris 
Daerah (Sekda), Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD), Badan Perencana 
Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas 
Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), 
dan Puskesmas yang ada diwilayah 
Kabupaten Buol. Pelaksanaan program 
Jaminan Kesehatan Nasional dan program 
Jaminan Kesehatan Daerah berdasarkan 
regulasi, baik regulasi dari pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah kabupaten Buol. 
Hal senada di ungkapkan oleh informan 
sebagai berikut : 
“Jadi  para pengelolah melaksanakan depe 
kegiatan berdasarkan peraturan yang 
berlaku. Kedua pelaksanaan program sudah 
berdasarkan juknis yang ada di Dinkes” (SP, 
57 Tahun, Kadis Kesehatan) 
Proses pengelola program Jaminan 
Kesehatan Nasional dan Program Jaminan 
Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Buol melaksanakan kegiatan 
berdasarkan juknis atau regulasi yang sudah 
di tetapkan oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah Kabupaten Buol. 
Penelitian ini didukung oleh Wasir B 
&Ristrini  (2013), yang menyatakan bahwa 
Peraturan-peraturan dari pusat dan 
provinsitersebut dipakai sebagai dasar 
pelaksanaan Jamkesmasdan Jamkesda, 
ditambah lagi beberapa regulasi Kabupaten 
/Kota. Dari regulasi yang dibuat di tingkat 
pusat,provinsi dan kab/kota menunjukkan 
kesungguhanpemerintah untuk meningkatkan 
derajat kesehatanpenduduk miskin.Diakui 
atau tidak, peran pemerintahsangat penting 
dalam menentukan kebijakanpembiayaan 
kesehatan melalui kebijakan regulasinya. 
Pemerintah pusat dan pemerintah 
provinsi Sulawesi tengah serta pemerintah 
Kabupaten Buol sangat  terikat tanggung 
jawab untuk memastikan ketersediaan dana, 
sehingga bagi penyelenggaraan layanan 
kesehatan yang memadai bisa  terjangkau 
oleh setiap kalangan masyarakat. Di sinilah 
peran strategis dari sistem pembiayaan 
jaminan kesehatan dalam memastikan akses 
warga terhadap layanan kesehatan. 
Komparasi Pembiayaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional dan Jaminan 
Kesehatan DaerahPada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Buol. 
Komparasi penganggaran dari Tahun 
2014 s.d 2015 pada kedua program tersebut 
yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional 
dan program Jaminan Kesehatan Daerah 
adalah sebagai berikut.  Alokasi anggaran 
pada program Jaminan Kesehatan  Nasional 
berdasrkan peserta (PBI)  yang terkafer di 
BPJS yang di tentukan langsung oleh 
Kemensos  dan peserta Jaminan Kesehatan 
Daerah di tentukan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Buol. Perbandingan kepesertaan 
pada Program Jaminana Kesehatan Nasional 
dan Jaminana Kesehatan Daerah dapat dilihat 
pada gambar dibawah berikut ini : 
 
0
20.000
40.000
60.000
80.000
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2015
60.695 64.477
50.000 50.000
JKN
Jamkesda
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Gambar 1. Grafik Perbandingan peserta 
JKN dan JAMKESDA Kab. Buol  Tahun 
2014/2015. 
Cakupan kepesertaan Jaminana 
KesehatanNasional pada FKTP yang tersebar 
diwilayah Kabupaten Buoldan berada 
dibawah naungan Dinas Kesehatan  Tahun 
2014 berjumlah 60.695 peserta. Tahun 2015 
meningkat menjadi 64.477 peserta atau 
tumbuh sekitar 6,23%. Biladibandingkan 
dengan jumlah peserta pada Jaminan 
Kesehatan Daerah Tahun 2014 s.d 
2015jumlah peserta sama yaitu 50.000 
peserta.  
Pemerintah berperan penting sebagai 
penyedia anggaran dalam proses pelaksanaan 
program JKN dan JAMKESDA. Tanpa biaya 
program tidak akan terlaksana.Dari hasil 
telaah dokumen laporan tahunan pelaksanaan 
program JKN dan Program JAMKESDA 
Tahun 2014/2015 mengenai besaran 
anggaran  program yang dialokasikan 
pemerintah untuk dikelola Dinas Kesehatan  
Kab. Buol dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 2. Alokasi Anggaran Program JKN 
&Jamkesda Dinas Kesehatan Kab. Buol 
Tahun 2014/2015 
N
o 
JKN 
Jumlah 
(Rp) JKD 
Jumlah 
(Rp) 
1 201
4 
4.844.427.641 2014 3.462.645.467 
2 201
5 
5.308.444.766 2015 4.050.000.000 
Sumber: Data diolah (2017) 
 
Berdasarkan tabel tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa alokasi anggaran yang 
disediakan oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah provinsi Sulawesi Tengah serta 
pemerintah Kabupaten Buol untuk 
menunjang pelaksanaan program demi 
meujudkan derajat kesehatan yang seting-
tingginya yang diamatkan kepada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Buol ada 
perbandingan. Penyediaan anggaran pada 
program Jaminan Kesehatan nasional lebih 
besar dibandingkan dengan penyediaan 
anggran program Jaminan Kesehatan Daerah. 
Anggaran pembiayaan untuk jaminan 
Kesehatan harusnya dikelolah secara 
maksimal, terkait dengan hal tersebut 
pemerintah berperan penting dalam 
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan 
terutama penyediaan dana dan penentu 
kebijakan dalam menentukan regulasi untuk 
pedoman pelaksanaan kegiatan program.  
SILPA dari Tahun 2014 s.d Tahun 
2015 mengalami penurunan jumlah. 
Berbanding terbalik dengan UTANG 
program Jaminan Kesehatan Daerah yang 
mengalami peningkatan dari Tahun 2014 
sampai dengan Tahun 2015. Jumlah dana 
SILPA program Jaminan Kesehatan  
Nasional jika disandingkan dengan UTANG 
program Jaminan Kesehatan Daerah yang di 
kelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buol 
pada Tahun 2014 s.d 2015 dapat dilihat pada 
gambar berikut :  
 
 
Gambar 2. SILPA JKN dan Utang 
JAMKESDA Pada Dinas  KesehatanKab. 
Buol  Tahun 2014/2015 
  
Grafik diatas menunjukan 
bahwa,SILPA dari Tahun 2014 s.d Tahun 
2015 mengalami penurunan yaitu pada Tahun 
2014 Rp. 1.082.430.141 menjadi 
581.557.766 atau turun sekitar -46,27%. Hal 
ini menggambarkan pemanfaatan anggaran 
program Jaminan Kesehatan Nasional jauh 
lebih baik pada Tahun 2015 di bandingkan 
dengan Tahun 2014. Sedangkan Utang 
pengelola program Jaminan Kesehatan 
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
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Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Buol 
dari tahun ketahun mengalami peningkatan 
pada Tahun 2014 sebesar Rp. 1.002.649.095 
dan pada Tahun 2015 meningkat drastis 
menjadi Rp. 2.214.368.117 atau sekitar 
120,85%. 
 
EfektifitasAnggaran Pembiayaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan 
Kesehatan DaerahPada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Buol. 
 
Penyediaan anggaran untuk layanan 
kesehatan adalah kecukupan dana untuk 
menutupi biaya kesehatan yang 
menghasilkan layanan kesehatan (termasuk 
promotif, preventif  dan kuratif ) yang 
berkualitas. Jika layanan tidak berkualitas, 
maka hasil akhir tidak tercapai. Pelayanan 
kesehatan tidak lepas dari anggaran untuk 
pembiayaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama(FKTP)  dan Fasilitas Kesehatan 
Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Olehnya 
itu Pejabat penentu anggaran dan pencari 
dana (pendanaan) haruskritis menggali 
informasi lebih dalam tentang biaya satuan 
yangdiajukan oleh bawahan atau  Dinas 
terkait, dalam hal ini adalah Dinas 
Kesehatan.  
Realisasi anggaran  program JKN 
berdasarkan data laporan keuangan pada 
Tahun 2014/2015 anggaran yang di berikan 
tidak terealisasi semua.Hal ini 
menggambarkan penggunaan anggaran yang 
ditetapkan masih belum efektif.Realisasi 
anggaran dapat dilihat pada tabel 4.10 
sebagai berikut: 
 
Tabel 3. Realisasi Anggaran JKN pada 
Dinas Kesehatan Kab. Buol 
Tahun 2014 s.d. 2015 
Thn Target Realisasi Persentase Ket 
2014 4.844.427.641 3.761.997.500 
 
 77,66 % Kurang 
Efektif 
2015 5.308.444.766 4.726.887.000 
 
 89,04 % Cukup  
Efektif 
Sumber Data Diolah (2017) 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat 
bahwa  realisasi anggaran program Jaminana 
Kesehatan Nasional Tahun 2014 Rp. 
3.761.997.500 atau 77,66%,halini termasuk 
dalam kriteria kurang efektif berdasarkan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
600.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman 
Penilaian dan Kinerja Keuang.Dan  Tahun 
2015 Rp. 4.726.887.000 atau 89,04%, 
realisasi tersebut tergolong cukup 
efektifberdasarkan kriteria untuk efektifitas 
kinerja keuangan dalam Pedoman Penilaian 
dan Kinerja Keuang yang tertuang pada 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
600.900-327 Tahun 1996. Anggaran yang 
tidak terealisasi disebabkan oleh 
terlambatnya juknis dari pemerintah pusat 
serta aturan yang berubah-rubah. Dana yang 
kurang terealisasi adalah dana operasional 
yang ada pada Puskesmas.  
Pengelolaan Program JKN Jika ditinjau 
dari segi penyediaan dana lebih efektif, akan 
tetapi ditinjau dari segi pemanfaatan 
anggaran belum efektif. Seperti yang di 
katakana oleh informan sebagai berikut : 
“berbicara masalah  pencapaian efektifitas, 
Kalu anggaran JKN mencukupi tapi kalu 
jamkesda sangat terbatas. Untuk jamkesda 
sebenarnya kalu dari segi pelayanan lebih 
efektif  tapi kalu dari segi anggaran tidak 
efektif. Bupati tidak mau berintegrasi 
Jamkesda ke JKN karna dia anggap kalu 
sudah bergabung dengan JKN anggarannya 
besar yang dikeluarkan oleh daerah.tapi kita 
sudah bantu nooo BPJS ketemu dengan PLT 
untuk bahas masalah integrasi. karna undang-
undang JKN tentang BPJS mau tidak mau, 
suka tidak suka 2019 harus terkafer d JKN, 
sebenarnya efektifitas anggaran jamkesda 
bisa di tekan Cuma ada pertimbangan politik 
disini, yang di sebut program masyarakat 
yang dibrikan anggaran yang betul-betul 
orang miskin. Tapi  karena pertimbangan 
politik  jadi semua saja dianggap terkafer 
dalam Jamkesda. Sebenarnya kalu ikut 
dengan berapa saja masyarakat miskin 
efektifitas anggaran bisa di lakukan kalu di 
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berlakukan program JKN, masyarakat miskin 
ditanggung oleh pemerintah masyarakat 
mampu membayar sendiri, tapi pada 
kenyataannya tidak demikian. ” (SP, 57 
Tahun, Kadis Kesehatan). 
Berdasarkan penuturan dari informan 
tersebut diatas, seharusnya Pemerintah  
daerah menyiapkan anggaran yang lebih 
besar, terkait dengan besarnya pembiayaan 
serta kebijakan yang ditentukan. Program 
Jaminan Kesehatan  Daerah dengan alokasi 
anggaran terbatas,  Tidak efektif dalam  
proses capaian pelaksanan program. 
Anggaran Jaminan Kesehatan Daerah bisa di 
tekan namun ada pertimbangan politik, 
dimana semua peserta dianggap terkafer 
dalam kepesertaan Jaminana Kesehatan 
Daerah. Jika yang di sebut program 
kesehatan masyarakat yang diberikan 
anggaran tepat sasaran (masyarakat miskin), 
maka anggaran  Jaminan Kesehatan Daerah 
bisa di katakana efektif.   
Alokasi anggaran yang diberikan 
pemerintah daerah untuk di kelola oleh  
Dinas Kesehatan Kabupaten Buol 
menjadikan pengelola dana Program 
JAMKESDA harus berupaya semaksimal 
mungkin merealisasikan apa yang menjadi 
kebutuhan program dapat terealisasi 
sebagaimana yang diharapkan. Realisasi 
anggaran program dapat dilihat pada tabel 
berikut dibwah ini : 
 
Tabel 4. Realisasi Anggaran JAMKESDA 
pada Dinas Kesehatan Kab. Buol 
Tahun 2014 s.d. 2015 
Thn Target Realisasi Persentase Ket 
2014 3.462.645.467 3.462.645.467 100% Efektif 
2015 4.050.000.000 4.050.000.000 100% Efektif 
Sumber : Data Diolah (2017) 
  
Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa  
realisasi anggaran program Jaminana 
Kesehatan Daerah Tahun 2014 Rp. 
3.462.645.467dan tahun 2015 Rp. 
4.050.000.000, realisasi dari tahun ketahun 
mencapai 100%, dan tergolong 
efektifberdasarkan kriteria untuk efektifitas 
kinerja keuangan dalam Pedoman Penilaian  
Kinerja Keuang yang tertuang pada 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
600.900-327 Tahun 1996. 
Anggaran program JAMKESDA 
terealisasi secara maksimal,meskipun 
demikian, pihak pengelola Dinas Kesehatan 
Masi mengutang pada Pelayan Kesehatan 
yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit. Hal 
ini disebabkan karena anggaran yang 
diberikan pemerintah daerah sangat terbatas, 
sehingga utang pada Tahun berjalan akan 
dibayarkan pada Tahun berikutnya.  
Pemerintah daerah seharusnya 
menyiapkan anggaran yang lebih besar, 
terkait dengan besarnya pembiayaan serta 
kebijakan yang ditentukan. Program 
JAMKESDA dengan alokasi anggaran 
terbatas,  Tidak efektif dalam  proses 
pelaksanan program.  
Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Supriantoro (2014) yang 
menyatakan bahwa untuk kesiapan anggaran, 
melibatkan pembiayaan negara dan daerah 
yang sangat besar, namun keefektifan 
penggunaannya pun sangat di pertimbangkan, 
terutama dalam hal pembiayaan, sehingga 
pada akhirnya pelayanan  yang diperoleh 
masyarakat akan semakin besar dan tepat 
sasaran. 
Pengelolaan anggaran Program 
JAMKESDA Jika dilihat dari segi pelayanan 
penggunaan anggaran lebih efektif, akan 
tetapi ditinjau dari segi penyediaan anggaran 
sangat tidak efektif. 
Perbandingan  alokasi anggaran 
pembiayaan kedua program tersebut yaitu.  
Program Jaminana Kesehatan Nasional 
anggaran yang disediakan pertahun 
mencukupi untuk membiayai kegiatan dalam 
jangka waktu 1 tahun sedangkan anggaran 
program Jaminan Kesehatan Daerah yang 
disediakan pertahun sangat terbatas sehingga 
pembayaran ke pelayan kesehatan baik di 
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Puskesmas ataupun Rumah Sakit yang 
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan 
mengalami penundaan pembayaran.  
Keberhasilan program bukan hanya 
ditentukan dari efektifitas anggaran belanja 
Pemerintah.Tata kelola yang baik dalam 
sistem layanan kesehatan juga memegang 
peranan yang penting.Segala permasalahan 
dalam pelaksanaan program khususnya 
Jamkesda dapat dibenahi oleh Pemerintah 
melalui tata kelola yang baik.Satu hal penting 
yang wajib dilakukan Pemerintah adalah 
perbaikan sistim pendataan penduduk 
khususnya penduduk miskin. Pemerintah 
harus bekerja keras bersama dengan BPJS 
Kesehatan guna memastikan mereka yang 
miskin dan tidak mampu dapat mendapatkan 
layanan kesehatan program Jaminan 
Kesehatan Nasional. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol 
(Pemda) memang memiliki kewenangan 
dalam melaksanakan berbagai kebijakan di 
daerah termasuk penggunaan dana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Meski demikian, sangat diharapkan agar 
Pemda bijak dalam menggunakan APBD. 
Dana yang ada sebaiknya tidak diberikan 
untuk sesuatu hal yang sesungguhnya sudah 
diberikan oleh Pemerintah Pusat. Akan lebih 
baik dan lebih bermanfaat apabila dana lebih 
tersebut digunakan untuk menunjang 
program JKN seperti tambahan fasilitas 
kesehatan atau membantu iuran program JKN 
bagi mereka yang membutuhkan, Seperti 
yang diungkapkan oleh informan sebagai 
berikut: 
“pada pemerintah kabupaten buol untuk 
JAMKESDA agar segera berintegrasi ke 
JKN, supaya semua peserta yang di biayai 
oleh program Jaminan Kesehatan sudah 
terkafer pada BPJS, proses pengelolaanya 
mengikuti aturan JKN. Sehingga pada 
program JAMKESDA ini tidak akan ada 
utang lagi. Kalau pemerintah tidak akan 
berintegrasi maka selamanya akan ada utang 
terus. Sulit diprediksi klem yang 
masuk.Apalagi klem dari RSU Buol. Kalau 
JAMKESDA sudah berintegrasi ke JKN pasti 
tidak akan ada utang lagi”. (SP, 57 Tahun, 
Kadis Kesehatan). 
Hasil wawancara dengan informan 
tersebut dapat di disimpulkan bahawa, untuk 
mencapai evektivitas anggaran dan 
Pemerintah daerah Kabupaten Buol tidak 
akan terbebani oleh utang Jaminan Kesehatan 
Daerah disarankan untuk program Jaminan 
Kesehatan Daerah berintegrasi kedalam 
program Jaminan Kesehatan Nasional, agar 
semua peserta yang di biayai oleh program 
Jaminan Kesehatan sudah terkafer pada 
BPJS. Selain itu premi yang diberikan 
pemerintah sangat besar dan ruang lingkup 
Jaminan Kesehatan Nasional sangat luas 
dalam artian peserta Jaminan Kesehatan 
Nasional bisa berobat pada wilayah diseluruh 
Indonesia serta aturan yang diberlakukan 
sangat jelas dan tidak bisa mengikuti 
kemauan pihak yang berkepentingan. 
Berbanding dengan peserta Jaminan 
kesehatan Daerah yang ruang lingkupnya 
terbatas, dimana peserta Jaminan kesehatan 
Daerah bisa berobat hanya pada wilayah 
provinsi Sulawesi Tengah. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 
pembiayaan program Jaminan Kesehatan 
Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah 
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buol 
adalah sebagai berikut : 
1. Dana program Jaminan Kesehatan 
Nasional membiayai jasa pelayanan 
kesehatan dan Operasional yang ada di 
Puskesmasdan dana program Jaminan 
Kesehatan Daerah membiayai Jasa 
pelayanan kesehatan di puskesmas yang 
ada diwilayah Kabupaten Buol dan 
Rumah Sakit di Sulawesi Tengah yang 
bekerja sama dengan Dinas kesehatan 
Kabupaten Buol serta membiayai kegiatan 
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yang ada di Dinas Kesehatan kabupaten 
Buol.  
2. Alokasi anggaran untuk program Jaminan 
Kesehatan Nasional lebih besar,  
dibandingkan dengan  alokasi anggaran 
pada program Jaminan Kesehatan Daerah. 
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional 
lebih mencukupi dibanding pembiayaan 
Jaminan Kesehatan Daerah. Anggaran 
Jaminan Kesehatan Nasional setiap tahun 
terjadi SILPA di bandingkan dengan 
anggaran Jaminan Kesehatan Daerah 
setiap tahun mengalami defisit. 
3. Pengelolaan program Jaminan Kesehatan 
Nasional ditinjau dari segi penyediaan 
dana lebih efektif, akan tetapi di tinjau 
dari segi pemanfaatan anggaran belum 
efektif. Dibandingkan dengan pengelolaan 
program Jaminan Kesehatan Daerah 
ditinjau dari pelayanan dan pemanfaatan 
anggaran lebih efektif. Namun ditinjau 
dari segi penyediaan anggaran tidak 
efektif. 
 
Saran 
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol 
a. Meninjau kembali putusan kebijakan 
mengenai besaran anggaran yang telah 
ditetapkan dalam 1 tahun agar 
pelaksanaan program di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Buol dapat 
terlaksana secara maksimal, khususnya 
penyediaan anggaran program 
JAMKESDA 
b. Perlu adanya sistem pengawasan yang 
melibatkan masyarakat setempat, yang 
secara khusus mendeteksi 
perkembangan pelayanan kesehatan 
masyarakat, termasuk pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat miskin. 
c. Pemerintah pusat diasumsikan secarah 
penuh mampu membiayai seluruh 
kebutuhan JKN secara langsung, untuk 
itu Diharapkan kepada pemerintah 
daerah agar JAMKESDA berintegrasi 
ke dalam JKN sehingga tidak ada lagi 
utang JAMKESDA, namun perlu 
adanya kontribusi pemda 
2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Buol 
a. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan 
program perlu dilakukan komunikasi 
dan koordinasi antara tim pengelola 
baik yang ada di Dinas Kesehatan 
maupun yang ada di tingkat Puskesmas. 
b. Pengawasan juga perlu ditingkatkan 
oleh pengelola program 
3. Bagi Pemberi Pelayanan 
a. Harusnya mengirim laporan  
tepatwaktu sehingga pencairan dana 
tidak terhambat baik dari Puskesmas 
maupun Rumah Sakit. 
b. diharapkan kepada Pelayan kesehatan 
yang ada di Puskesmas agar dapat 
meningkatkan pelayanan. Hal ini harus 
dilakukan untuk mengurangi jumlah 
Rujukan ke RSUD Buol menggingat 
Klaim Rawat inap RSUD Buol sangat 
tinggi yang akan mempengaruhi 
Pembiayaan Jamkesda dengan 
anggarannya yang terbatas. 
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